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GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 392 /KEP/HK/2022

TENTANG

PETA PROSES BISNIS
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 - 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

bahwa untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan
tujuan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur, diperlukan efektivitas, efisiensi dan
produktivitas dalam pelaksanaan tugas serta hubungan
kerja sehingga dapat menghasilkan keluaran yang bernilai
tambah bagi pemangku kepentingan;

bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai
dengan tujuan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu ditetapkan Peta Proses Bisnis yang menggambarkan
hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit dalam
Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Badan Pendapatan
dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2018-2023;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomorl122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757),

3. Undang-Undang ...



3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Peta Proses Bisnis Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
KEDUA : Peta Proses Bisnis Badan Pendapatan dan Aset Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
a. peta proses;
b. peta sub proses;
c. peta relasi; dan
d. peta lintas fungsi.
KETIGA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Kupang
pada tanggal { Desevbec 9o
WGUBERNUR NUBA TENGGARA TIMUR/
ﬂ VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT
Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR

: 200 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 1 peseMpe@ 2022

TENTANG PETA PROSES BISNIS BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT 2018-2023
A. Visi
“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia”
B. Misi

2.

Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil
Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata
nasional (ring of beauty)

. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat

pembangunan

. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik

C. Tujuan:

1.
2.
3.

Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah

Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial

Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan
sumber daya alam secara berkelanjutan

. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (prime mover)

5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan

ekonomi masyarakat
Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan kepada semua
penduduk

. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas,

berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN

D. Sasaran:

 (f
2.
3.

Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan
Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah
Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang
merata bagi semua penduduk

Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah

Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, air minum dan
sanitasi layak bagi penduduk miskin




6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
7. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah

8. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur S5A

pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness)

dengan pola pendekatan kawasan)
9. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur
10. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan
11. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan
12. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita

13. Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

II. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur

BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA™

Visi : “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM

NO MISI TUJUAN

SASARAN

masyarakat sejahtera, dan stabilitas
mandiri dan adil perekonomian daerah

1. | Mewujudkan 1. Menciptakan kemandirian | 1.

Meningkatnya
ketersediaan
aksesibilitas, kualitas,
dan keamanan pangan

. Meningkatnya kinerja

industri dan
perdagangan dalam
perekonomian daerah

. Terciptanya keamanan

dan iklim investasi dan
usaha yang berkualitas

Meningkatnya
kesempatan kerja bagi
semua penduduk

pelayanan dasar rumah
layak huni bagi penduduk

2. Meningkatkan akses | 1.

Meningkatnya
ketersediaan rumah
layak huni dan akses

pemanfaatan sumber daya
alam secara berkelanjutan

miskin terhadap air minum
serta sanitasi layak bagi
penduduk miskin
3. Meningkatkan daya | 1. Meningkatnya kualitas
dukung dan daya tampung lingkungan hidup
lingkungan hidup serta | 2. Meningkatnya

ketangguhan  bencana
daerah

2. |Membangun NTT | 1. Mewujudkan pariwisata | 1. Terwujudnya
sebagai salah satu sebagai penggerak utama pengembangan
gerbang dan pusat ekonomi daerah (prime pariwisata NTT melalui
pengembangan mover) pemenuhan unsur S5A
pariwisata nasional pariwisata (Attraction,
(Ring of Beauty) Accessibility,




Visi : “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM
BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”
NO MISI TUJUAN SASARAN
Accommodation,
Amenities, dan
Awareness) dengan pola
pendekatan kawasan
3. | Meningkatkan . Mempercepat . Meningkatnya
ketersediaan dan pembangunan infrastruktur aksesbilitas dan kualitas
kualitas Infrastruktur yang berkualitas dalam infrastruktur
untuk mempercepat pengembangan ekonomi
pembangunan masyarakat
4. | Meningkatkan . Meningkatkan mutu, akses | 1. Meningkatnya  akses
kualitas sumber daya dan relevansi layanan layanan pendidikan
manusia pendidikan kepada semua | 2. Meningkatnya kualitas
penduduk usia sekolah layanan Pendidikan
. Meningkatkan mutu dan | 1. Meningkatnya  akses
akses layanan kesehatan layanan kesehatan
kepada semua penduduk . Meningkatnya kualitas
layanan kesehatan
. Terwujudnya
penanggulangan
masalah Gizi Balita
5. | Mewujudkan . Menciptakan Birokrasi | 1. Meningkatnya kualitas
reformasi  birokrasi yang profesional dengan tatakelola
pemerintahan untuk karakteristik adaptif, panyelenggaraan
meningkatkan berintegritas,  berkinerja pemerintahan
kualitas  pelayanan tinggi, bebas dan bersih | 2. Meningkatnya kualitas
publik KKN pelayanan publik yang
efektif, akuntabel,
transparan dan
partisipatif

III. Telaahan peran serta dan keterlibatan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur dalam mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah
Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Pendapatan dan Aset
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditunjukkan melalui pernyataan Misi
kelima, yaitu “Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik” Tujuan dari pencapaian visi dan misi Badan Pendapatan dan
Aset Daerah adalah Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah
yang Akuntabel dan Transparan yang diwujudkan melalui hal-hal sebagai berikut:
1. Meningkatkan Akses Pelayanan Pajak, Retribusi dan Aset Daerah bagi Masyarakat;
2. Meningkatkan Penerimaan dari sektor Pajak;
3. Meningkatkan Penerimaan dari Sektor Retribusi Daerah;

4. Meningkatkan Penerimaan dari Optimalisasi Aset Daerah;



5. Meningkatkan Penatausahaan Aset yang transparan dan Akuntabel;
6. Mengurangi Ketidakjelasan status pemindahtanganan aset daerah;

Berdasarkan hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Pendapatan dan Aset Daerah
mendukung misi kelima Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu “Mewujudkan

reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik”.

IV. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peraturan Daerah Provinsi NTT, Badan Pendapatan
dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas “membantu Gubernur
melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Pendapatan dan Pengelolaan
Aset Daerah”. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Badan Pendapatan dan Aset Daerah
mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan dan aset daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan dan
aset daerah;
3. Pembinaan dan pelaksaan tugas dibidang pendapatan dan aset daerah.
4. Pembinaan unit pelaksanaan teknis;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta
rumah tangga;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah terdiri atas :
1. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah
2. Sekretaris
a. Sub Bagian Keuangan
b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Pendapatan |
a. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan
b. Sub Bidang Pembukuan dan Penagihan

R N S e e |



4. Bidang Pendapatan II
a. Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan I
b. Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan II
5. Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset
a. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan
b. Sub Bidang Penatausahaan Aset
6. Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset
a. Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset
b. Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset



Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT

BIDANG ANALISA KEBUTUHAN DAN
PENATAUSAHAAN ASET

SUB BIDANG :
ANALISA KEBUTUHAN DAN PENGADAAN

SUB BIDANG
PENATAUSAHAAN ASET




Peta Proses Bisnis Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

~ A. PETA PROSES

KemenDagri
Kemen.Keuangan

Pertamina

Peta Proses adalah gambaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Peta

Proses terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Proses utama

merupakan proses yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi

dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan organisasi/ stakeholder/ masyarakat pengguna

layanan. Proses pendukung merupakan proses yang mendukung pelaksanaan proses utama

yang berkaitan dengan fungsi manajerial organisasi. Proses lainnya merupakan tugas

tambahan dalam rangka pencapaian proses utama. Peta Proses digambarkan dengan prinsip

Supplier — Input — Proses — Output - Customer. Peta Proses pada Badan Pendatan dan Aset

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur digambarkan sebagai berikut :

PETA PROSES BISNIS

PROSES UTAMA

BPAD03.Penagihan
Pajak dan Retribusi
Daerah

/ .\ PROSES PENDUKUNG

Masysrakat/Waib Pk |

KemenDagri

Kemen.Keuangan

Pem. Kab/ Kota

Stake hoiders

—th

BPADO7 BPADS.
Perencanaan Pengawasan
dan Keuangan Internal 10 )
A A A

()

=~

v
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Penjelasan Proses :
i

© N Lw s W

9

Pendataan potensi pendapatan dan aset yang baik dan optimal menjadi dasar perumusan
kebijakan bidang pendapatan dan aset daerah. Demikian juga dengan perumusan
kebijakan bidang pendapatan dan aset daerah, menjadi dasar pelaksanaan pendataan
potensi pendapatan dan aset;

Pendataan potensi pendapatan dan aset dan perumusan kebijakan bidang pendapatan dan
aset daerah mempengaruhi proses penagihan pajak dan retribusi daerah dan pengelolaan
dan aset daerah;

Data kepegawaian sebagai bahan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia;
Pembinaan Manajemen Resiko sebagai dasar sistem pengawasan internal;

RPJMD menjadi dasar perencanaan strategis;

KUA menjadi dasar perencanaan anggaran;

Pembinaan manajemen resiko sebagai dasar sistem pengawasan internal;

Sarana dan prasarana informasi teknologi mendukung sistem pemerintahan berbasis
elektronik, baik Sistem Samsat online maupun SIMDA BMD;

Pengawasan internal dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah;

10. Progres pencapaian program sebagai bahan evaluasi Bappelitbangda;

11. Progres pencapaian anggaran sebagai bahan evaluasi Badan Keuangan Daerah;

12. Progres pencapaian pengelolan dan pengembangan SDM.



B. PETA SUB PROSES

Peta Sub Proses adalah gambaran aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi
dalam rangka pencapaian proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Setiap proses
utama, proses pendukung dan proses lainnya yang telah digambarkan dalam Peta Proses harus
dijabarkan dalam Peta Sub Proses dengan tetap memperhatikan prinsip Supplier — Input —
Proses — Output — Customer dan hubungan antara sub proses dengan proses yang telah
ditetapkan sebelumnya pada Peta Proses. Peta Sub Proses pada Badan Pendapatan dan Aset
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

. PETA SUB PROSES B el
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. PETA SUB PROSES

- BPAD.02 PERUMUSAN KEBIJAKAN. -

——>  BPAD-021

Perumusan
Kebijakan

|

I

10



PETA SUB PROSES

BPAD.03 PENAGIHAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - -

Pajak dan Retribusi |
_______________________________ Daerah 1
|
BPAD-03.1 : BPADO4.
- Pemungutan Pajak | mm
Intensifikasi dan daerah }
Ekstensifikasi Sumber - Rakor Samsat I
Pendq:aan . - Evaluasi Peneimaan | BPADOS
Pajok Pajak dan Retribusi : Peningkatan
Daerah Daerah | Pendapatan m
- Sosilasisasi aturan pajak { I“[erlm
dan retribusi | dan
- BIMTEK | W‘
- Optimaliasasi Pungutan }
PLL PAD |
BPAD-03.2 - Optimalisasi Pungutan |
dan Penataan Retribusi : l-_._...____
Daerah | N
Intensifikasi dan - Rekon dana : E w |
Ekstensifikasi Al-. perimbangan | ! N )
Sumber Pendapatan | e
| I |
Retribusi Daerah dan : : i Meoyershat 1 i
e ;»! S—
yg sah [ | ( 1
I 1 | uPTD.
| | Pendpatan
I | | Deeah |
: gt
I
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BPAD-04.1

BPAD.04 PENGELOLAAN ASET DAERAH
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PETA SUB PROSES

-~ ‘BPAD.05 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA . -

RPAN-N5 1

Perencanaan dan
formasi pegawai

'

RPAN-05 2

Penilaian prestasi
kerja

}

BPAD-05.3

Kepangkatan dan
pensiunan PNS

'

RPAN-N5 4

Dispilin pegawai dan
k ode etik
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PETA SUB PROSES
- BPAD 06 PENGELOLAAN DATA DAN TE__KNQLOGI %NFORMAS_I .

Pembangunan/pengem
bangan/pemeliharaan
infrastruktur jaringan

dan sistem

|

BPAD-06.2

Pengelolaan Aplikasi
dan Website

PETA SUB PROSES
BPAD 07 PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BPAD-07.1

Perencanaan

BPAD-07.2

Penatausahaan
Keuangan

l
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PETA SUB PROSES

 BPAD.08 PENGAWASAN INTERNAL

Pelaksanaan SPIP

15
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Peta Relasi (Relationship Map) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan
unit organisasi yang melaksanakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang
tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan
unit organisasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam mengerjakan suatu proses sehingga
tercapai output yang ditentukan.

PETA RELASI / HUBUNGAN PROSES BISNIS }
|

PROSES UTAMA |

i
1

PROSES PENDUKUNG

BO10. BO11.

dan Keuangan Internal I _' |

v
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D, PETALINTAS FUNGSI (cFM)

25 |
|
|

Peta lintas fungsi (Cross Functional Map) adalah peta yang menggambarkan
rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses
kerja. Peta lintas fungsi (Cross Functional Map) pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

PAJAK DAERAH

POLISI/DEALER/ BPAD UPTD PENDAPATAN
KEMENKEU/JASA DAERAH
RAHARJA
Data, f
Koordinasi dan Pencatatan
Regulasi 'L
Verifikasi data
Penyusunan
data potensi
Pajak Daerah
Data Pajak I Laporan
Daerah = Potensi Pajak
Daerah

17



PETALINTAS FUNGSI

_ BPAD01.2 PENDATAAN POTENSI PENDAPATAN RETRIBUS] DAERAHZ g

PERANGKAT BPAD BADAN KEUAGAN
DAERAH/KEMENKEU
Data,
Koordinasidan | —m—moao—vwIi—p Verifikasi
Regulasi

,

Penyusunan data
potensi Retribusi
Daerah

h( Laporan Data
Potensi Retribusi

Data Potensi 1
Retribusi <

18



.. PETALINTAS FUNGSI

. BPADO02.1 PERUMUSAN KEBIJAKAN

BPAD BIRO HUKUM GUBERNUR SEKDA
Draft usulan ]
rancangan
aturan J
| 2
Konsultasi dan
perbaikan
rancangan aturan
|
v
Pembahasan L » | Pembahasan ]
rancangan = rancangan
aturan aturan J
k4
Penetapan Penetapan
keputusan keputusan
aturan aturan
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. PETALINTAS FUNGSI .

ENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN

BPAD UPTD ) DEALER POLRI BADAN JASA
KEUANGAN | RAHARJA

Data
kendaraan
bermotor |
Pendaftaran
Penetapan dan
pembayaran
L PKB/BBNKB
Laporan Laporan
pembayaran » || pembayaran
PKB/BBNKB

JR

Rekon
penerimaan
pembayaran
PKB/BBNKB

v
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e . PETA LINTAS FUNGS! -
_ BPADO3.1 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKAS| PENDAPATAN

BPAD

SWASTA

PERTAMINA

KEMENKEU

BADAN
KEUANGAN

Pencatatan
data wajib
pungut PBBKB

P

Bagi hasil
penerimaan
PBBKB

Penyetoran
pembayaran
PBBKB

-
%

Penerimaan
PBBKB

Rekon data
penerimaan
PBBKB

Laporan data
penerimaan
PBBKB

Rekon

penyaluran
PBBKB
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PETA LINTAS FUNGSI

BPADO3.1 INTENSIFIKASI DAN EKST!

FIKASI PENDAPATAN.

BPAD PEM KAB/KOTA KEMENKEU BADAN
KEUANGAN
Bagi hasil

penerimaan

Pajak Rokok
———— Penerimaan
Pajak Rokok

Rekon data
&

penerimaan
Pajak Rokok

v

Laporan data
penerimaan
Pajak Rokok

Bagi Hasil
Pajak
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. PETA LINTAS FUNGSI
BPADO3.1 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN

BPAD DIN PUPR INSTANSI BADAN
/SWASTA KEUANGAN

Pendataan wajib
PAP

Verfikasi dan
penetepan
PAP

v

Penerbitan
bukti PAP

Penyetoran
PAP

Penerimaan
* PAP

Rekon PAP -

Laporan

Penerimaan
PAP
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PETA LINTAS EUNGSI

. BPADO03.2 INTESIFIKASI DAN EKSTENSIFIKAS| SUMBER PENDAPATAN

BPAD OPD SWASTA BADAN
KEUANGAN

Kelengkapanan/Data tagihan
retribusi dan pll

Peyetoran

tagihan
retribusi/pll

Penerimaan
retribusi dan

pll

Rekon
penerimaan

retribusi/pll

¥

Laporan penerimaan retribusi/pll

—T
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PETA LINTAS FUNGSI

_BPADO4 1 OPTIMALISASI DAN MANAJEMEN ASET

BPAD OPD GUBERNUR | DJKN/KPKNL BIRO
HUKUM

Draft usulan

penghapusan
BMD

Melakukan
survey/penelitan
[verifikasi

v

Laporan hasil
dan persetujuan
usulan

R Persetujuan
Penghapusan

Penilaian
dan

pelelangan
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PETA LINTAS FUNGSI

BPADO4 1 OPTIMALISASI DAN MANAJEMEN ASET

BPAD

OPD

GUBERNUR

BIRO HUKUM

Draft
permohonan

( Melakukan
survey/penelitan
[verifikasi

¥

Laporan hasil
peneliatan/BAST/
Naskah/Usulan
persetujuan

e

. IENCEN.

Persetujuan
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. PETALINTAS FUNGSI
\D04.1 OPTIMALISAS| DAN MANAJEMEN ASET

BPAD

Permohonan

.

o

Verfikasi
kelayakan
penyewa

v

(

.

Membuat draft
dokumen
perjanjian

Pembahasan
dokumen

perjanjian

l

l

Dokumen
perjanjian

Dokumen
perjanjian

Pelaksanaan/
pengakhiran
sewa

-
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PETA LINTAS FUNGSE
BPADO4 1 OPT!MALISASI DAN MANAJEMEN AsET.

BPAD

BIRO HUKUM

SEKDA

GUBERNUR

Permohonan

f

Verfikasi
kelayakan
penyewa

v

(

S

Membuat draft
dokumen
perjanjian

Pembahasan
dokumen

perjanjian

l

1

Dokumen
perjanjian

Dokumen
perjanjian

Pelaksanaan/
pengakhiran
pinjam pakai

<
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.. PETALINTAS FUNGSI

BPADO4.1 OPTIMALISASI DAN MANAJEMEN ASET

BPAD

BIRO HUKUM

SEKDA

GUBERNUR

Permohonan

-
Pembentukan Tim
dan Penilaian

-
Verfikasi/peneliti
an administrasi
\.

.

Pembentukan Tim
dan Penilaian

Pelaksanaan
tender calon
mitra

v

7 ™
Penetapan

keputusan
calon mitra

\_ J

Pembuatan e
Dok perjajian |4

Pembahasan
dokumen
perjanjian

Penandatanganan

Perjanjian KSP J

l

l

Dokumen

perjanjian ]

Pelaksanaan/
pengakhiran KSP
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PETA LINTAS FUNGSI

8PADO~4 1 OPTiMALISASI DAN MANAJEMEN ASET

BPAD BIRO HUKUM SEKDA GUBERNUR

Permohonan

v

Pemilihan dan
penetapan mitra

v

~

%

-

Membuat draft ] Pembahasan
dokumen

s dokumen
perjanjian perjanjian l l

1

Dokumen Dokumen
perjanjian perjanjian

Pelaksanaan/

pengakhiran
BGS/BSG




PETA LINTAS FUNGSI
BPADO4.1 OPTIMALISASI DAN MANAJEMEN ASET

BPAD BIRO HUKUM SEKDA GUBERNUR
Membuat draft Pembahasan ]
dokumen — dokumen
Keputusan KSPI — Keputusan KSPI J

( Pengesahan
Dokumen KSPI
dengan Kep Gub

Pemilihan dan
penetapan mitra < l
|
v
Pelaksanaan/ - Dokumen
pe"s:s'::ira" KSPI KSPI
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PETA LINTAS FUNGSI |
BPAD04.1 OPTIMALISASI DAN MANAJEMEN ASET

BPAD

OPD

BADAN KEUANGAN

Penerbitan surat
undangan
penatausahaan/rekon
aset

'

Pembentukan
Tim

Verifikasi
dokumen/permut
asian BMD

—»
- T

Verifikasi
dokumen/permut

asian BMD

|

Rekon LBPS dan
LBPT

Penandatanganan Berita Acara Rekon <

¥

Laporan Semester/tahunan

1=
3

Pencatatan BMD sesuai KIB

Penyusunan Buku
Induk Inventaris
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. PETA LINTAS FUNGSI :
_BPADO4.1 OPTIMALISASI DAN MANAJEMEN ASET

BPAD

BIRO HUKUM

OPD

SEKDA

l

&suhn RKBMD ]

\

Daftar usulan
RKBMD

-

Melakukan
penelahaan

9 usulan RKBMD

v

Penyusunan
draft kep.
sekda

e —

Verifikasi dok kep.
Sekda tentang
RKBMD

|

( Penandatanga

l

Dok. RKBMD

Dokumen RKBMD

|
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PETA LINTAS FUNGSI

TIMALISASI DAN MANAJEMEN ASET

BPAD OPD PERTANAHAN SEKDA
Daftar
invetaris BMD
¥
i Membuat TOR
kegiatan
L penilaian
| il
1 Survey/Identifikasi lapangan/pengukuran/penentuan obyek
| pembanding
\

Laporan hasil

penilaian

Persetujuan / Penetapan
Nilai

Penetapan
nilai neraca <
BMD




PETA LINTAS FUNGSI
BPADO4.1 OPTIMALISASI DAN MANAJEMEN ASET

BPAD OPD PERTANAHAN SEKDA

Usulan Penilaian
BMD

Verifikasi usulan
penilaian

v

Membuat TOR

dan KAK
Penilaian

l

[ Survey/Identifikasi lapangan/pengukuran/penentuan obyek ]

pembanding

Laporan dan
Usulan
penetapan nilai

> Persetujuan / Penetapan
Nilai

Penetapan nilai
pemanfaatan / <
pemindahtanganan
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. . PETA LINTAS FUNGSI
= BPADO41OPTIMALISASI DAN MANAJEMEN ASET

BPAD BPN SEKDA

Usulan pembuatan
sertifikat BMD

Verifikasi
B kelengkapan
berkas

v

Pendaftaran

v

Survey/Identifikasi
lapangan/pengukuran

v

Penerbitan
l Sertifikat BMD

Sertifikat
BMD

} i
L
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PETA LINTAS FUNGS!

. BPADO41OPTIMALISASI DA

BPAD KECAMATAN BIRO TNI/POLRI POL PP
HUKUM
Usulan
Permohonan
penertiban aset l

Koordinasi dan persetujuan usulan kegiatan penertiban

b 4

Membuat
Surat Tugas SK
Kegiatan

Persiapan bantuan keamanan penertiban

1

v

Pelaksanaan kegiatan penertiban

Laporan kegiatan
pelaksanaan -
penertiban

\
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PETA LINTAS FUNGSI

BPADO05.1 PEREN CANAAN DAN FORMASI PEGAWAI

BPAD BKD KEMENPANRB BKN
a )
Anjab,ABK,
Peta Jabatan
\. J
|
a4 y ~\ i )
Pembahasan dengan
Usulan >
Formasi Perangkat daerah
. w, \ - J
Y
g ~ ]
Penyusunan ] Validasi usulan
kebutuhan ASN perencanaan
\_ g formasi
Daftar Kabutuhan Formasi
|  FormasiASN CPNS




i i PETALINTAS FUNGSL

. BPAD052 PENILAIAN PRESTASIKERJA

BKD BPAD SEKDA GUBERNUR
Informasi/Sosial ]
iasasi Penilaian
prestasi kerja J
Pengisian Target
Prestasi kerja
1
Y ™
Penilaian Kinerja ,r Penilaian Kinerja | | Tindak Lanjut
Individu Eseleon II & Penilaian
2 L Kinerja
* ~
Penyampaian Hasil
[‘ Kinerja Individu
S

4

-
Verifikasi w
Penilaian Kinerja J

\

Penilaian Kinerja
S

( Laporan Rekapan }L[

Hasil Penilaian
Kinerja

)
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. PETALINTASFUNGSI %
D05.3 KEPANGKATAN DAN PENSIUNANPNS

BPAD BKD BKN SEKDA GUBERNUR
Usulan
kepangk
atan
/pensiun
Verifikasi
berkas
usulan
Persetujuan
Kenaikan
pangkat/
pensiun
Pembuatan Penandatanga
Draft SK nan SK
Kepangkantan » | Kepangkatan/
/pensiun Pensiun

i
1

Penandatanganan

SK Kepangkatan/
Pensiun

Dokumen
SK
Kepangka
ntan/pen
siun




BPADOS 4 DISIPLIN PEGAWAI DAN KODE ETIK .

PETA LINTAS FUNGSI

BPAD BKD SEKDA GUBERNUR
Pemeriksaan
Tindak Kode
etik
/pelanggaran
displin
I
i i Pertimba Tindak h
Laporan ertimbangan linda
[ BPKP } < Lanjut Pelanggaran
dipsiln/kode etik
\
I
' y ~
Penetapan SK ,;r ”Hflkuman
hukuman pelanggaran L disiplin/pelangar
disiolin /kode etik an kode etik

Hukuman
disiplin/pe
langaran
kode etik

SK Hukuman
disiplin/pela

ngaran kode
etik
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PETA LINTAS FUNGS!

|NFRASTRUKTUR JARINGAN
BPAD PROVIDER LAYANAN DISKOMINFO
Identifikasi
Kebutuhan dan
pemeliahaaaraan
infrastruktur
Jaringan
v
Pengadaan/belanja +_ Layanan
infrastruktur .
s - jaringan/kuota
|
v
Monev
Penggunaan/pengem
bangan jaringan J
Laporan
Penggunaan/peng
embangan
™ infrastrutur
jaringan
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PETALINTASEUNGS! ... .

_ BPAD06.2 PENGELOLAAN APLIKASI DAN WEBSITE

BPAD DISKOMINFO POLISI BANK PERANGKAT
DAERAH
LAINNYA

Pembuatan
Website

Domain
Website dan

dan ai o
Pengelokaa Ap:::;' EF
n Aplikasi

SK
Pengelola Pengelolaan
Website Administrasi

dan Persuratan e-nadi
Aplikasi

sy |l

Website,
Aplikasi
SAMSAT C e
Online/B’So
nto/SIPKD

\ Aset/e-nADI

Aplikasi Rekon
samsat on payment

line online

A

v

Rekon dan
Invetarisasi

Laporan dan
Monev

Pengelolaan
APlikasi dan
Website

|
|
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. PETALINTAS FUNGSI

BPAD BAPELITBANGDA BIRO HUKUM GUBERNUR
Analisis Analisis
rencana 4__ rencana
strategis strategis

Perumusan
tujuan,sasar
an strategis,
program dan
kegiatan

Perumusan
tujuan,sasar
an strategis,
program dan

kegiatan

Penyusunan
draft
renstra

Asistensi
renstra

4

—_—

Asistensi
renstra

Finalisasi

renstra

perangkat daerah

_ > [ Kompilasi renstra ]

=

Penysunan draft
pergub renstra

}.

Pengesahan
renstra




St

BPAD BADAN KEUANGAN INSPEKTORAT GUBERNUR BPK
Penerbitan Verifikasi
SPP,SPM,SPJ - SPP,Penerbitan
SP2D,Rekonsiliasi
|
<+
| Rekonsiliasi dan
Konsolidasi
Lap.Keuangan
|
Penyusunan Reviu Penandatangan ]
lap.keuangan lap.keuangan an lap.keuangan
pemda pemda pemda J
P

audit
lap.keuangan
pemda

1

Laporan LHP

Pemda
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PETA LINTAS FUNGSI
BPAD08.1 PELAKSANAAN SPIP

SATGAS SPIP

BPAD

ASESOR SPIP

Sosialisasi

Pembentukan

POKJA dan Asesor
SPIP

|

SK POKJA dan
Asesor SPIP

Reviu dan
— | Penilaian Risk
Register

Implementasi SPIP

Penyusunan Risk
Register

=
)

Monev/

Penilaian
Mandiri

Pemantauan
dan

pengendalian

PTGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUV%

ﬂ VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT




